
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU 
NOMOR 27 TAHUN 2018 

 
 

BUPATI LABUHANBATU 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU 

NOMOR 27 TAHUN 2O18 

TENTANG 
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LABUHANBATU, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi 

dan kepastian penataan pegawai pada 
lingkup Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Labuhanbatu, perlu 
disusun Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja sebagai rujukan formasi 
pegawai dalam perencanaan, 
penerimaan, penempatan, pengendalian 

dan pengembangan pegawai sesuai 
dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a di 

SALINAN 
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atas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu; 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 

1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092);  

 
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887);  

 
  6. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6037); 

 
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Repormasi 

Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 
tentang Pedoman Analisis Jabatan; 

 
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Analisis Beban Kerja Di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri Dan 
Pemerintah Daerah; 
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  9. Peraturan Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

(Lembaran Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 132); 

 
MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS 
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LABUHANBATU. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang 
dimaksud dengan : 

 
1. Daerah adalah Kabupaten 

Labuhanbatu. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

 
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu. 
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 

 
5. Organisasi Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. 

 
6. Jabatan adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seseorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi perangkat daerah. 

 
7. Analisis Jabatan adalah proses, metode 

dan teknik untuk mendapatkan data 

jabatan yang diolah menjadi informasi 
jabatan. 

 
8. Uraian Jabatan adalah uraian tentang 

informasi dan karakteristik jabatan 
seperti nama jabatan, kode jabatan, 

unit kerja, iktisar jabatan, syarat 
jabatan, tugas pokok,  bahan kerja, 
perangkat kerja, tanggung jawab, 

wewenang, korelasi jabatan, kondisi 
lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat 

jabatan lain, prestasi kerja, dan kelas 
jabatan. 

  
9. Analisis Beban Kerja adalah suatu 

teknik manajemen yang dilakukan 
secara sistematis untuk memperoleh 
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informasi mengenai tingkat efektifitas 
dan efisiensi kerja organisasi 

berdasarkan volume kerja. 

 
10. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan 

yang harus dipikul oleh suatu 
jabatan/unit organisasi dan 
merupakan hasil kali antara volume 

kerja dan norma waktu. 
 

11. Norma waktu adalah waktu yang wajar 
dan nyata-nyata dipergunakan secara 
efektif dengan kondisi normal oleh 

seorang pemangku jabatan untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 

 
12. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang 

harus dipergunakan unutk 
berproduksi/menjalankan tugas. 

 
13. Aparat Sipil Negara yang selanjutnya 

disingkat dengan ASN adalah Aparatur 

Sipil Negara yang bekerja di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

 
Pasal 2 

 
(1) Analisis Jabatan disusun sebagai 

dasar untuk memperoleh formasi 
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jabatan lebih tepat dan akurat. 
 

(2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar 
pengelolaan kepegawaian khususnya 

penataan ASN dalam kepentingan 
kelembagaan, kepegawaian, 

ketatalaksanaan dan pengawasan 
serta akuntabilitas. 

 

(3) Analisis Beban Kerja disusun sebagai 
dasar untuk memperoleh jumlah 

pegawai yang tepat dan akurat untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi pada 
seluruh OPD. 

 
 (4) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar 

penempatan pegawai dalam jabatan 
yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi pada seluruh OPD. 
 

Pasal 3 

 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
dipergunakan untuk: 

a. perencanaan kebutuhan ASN; 
b. penerimaan ASN; 

c. pengendalian ASN; 
d. pendidikan dan pelatihan ASN; 
e. pengembangan ASN; dan 

f. kesejahteraan ASN. 
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BAB III 

ANALISIS JABATAN  

 
Pasal 4 

 
Analisis jabatan dilaksanakan melalui 
tahapan:  

a. persiapan;  
b. pengumpulan data;  
c. pengolahan data;  

d. verifikasi;  
e. penyempurnaan; dan  
f. penetapan hasil analisis jabatan.  

 
Pasal 5 

 
(1) Analisis Jabatan dilakukan terhadap 

jabatan pimpinan tinggi, jabatan 
administrasi, jabatan pengawas, 

jabatan pelaksana dan jabatan 
fungsional pada setiap OPD.  

 
(2) Analisis Jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. nama jabatan;  

b. kode jabatan;  
c. unit kerja;  

d. ikhtisar jabatan;  
e. syarat jabatan;  
f. tugas pokok;  

g. bahan kerja;  
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h. perangkat kerja;  
i. tanggung jawab;  

j. wewenang;  
k. korelasi jabatan;  
l. kondisi lingkungan kerja; 

m. resiko bahaya;  
n. syarat jabatan lain;  

o. perstasi kerja yang diharapkan; 
dan 

p. kelas jabatan. 

  
BAB IV 

ANALISIS BEBAN KERJA 

 
Pasal  6 

 

Analisis beban kerja dilakukan terhadap 
aspek yang meliputi: 
a. norma waktu (variabel tetap); 

b. volume kerja (variabel tidak tetap); dan 
c. jam kerja efektif. 

 
Pasal 7 

 
(1) Norma Waktu (variabel tetap) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a merupakan waktu yang 
dipergunakan untuk menyelesaikan 

tugas. 

 
(2) Norma waktu (variabel tetap) 

ditetapkan dalam standar norma waktu 
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kerja dengan asumsi tidak ada 
perubahan yang menyebabkan norma 

waktu tersebut berubah. 
 

Pasal 8 

 
Volume kerja (variabel tidak tetap) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf b diperoleh dari target pelaksanaan 
tugas untuk memperoleh hasil kerja. 

 
Pasal 9 

 
(1) Jam kerja efektif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf c 
merupakan alat ukur dalam 
melakukan analisis beban kerja. 

 
(2) Jam kerja pada instansi pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan ditetapkan sebanyak 37 jam 
30 menit perminggu, baik untuk yang 5 
(lima) hari kerja maupun yang 6 (enam) 

hari kerja. 

 
(3) Jam kerja dan jumlah hari kerja yang 

digunakan sebagai alat ukur adalah: 
a. untuk jam kerja berdasarkan hari 

kerja: 
1. untuk 5 hari kerja : 

a) jam kerja per minggu = 5 

hari x 450 menit = 2.250 
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menit; 
b) jam kerja per bulan = 20 

hari x 450 menit = 9.000 
menit; 

c) jam kerja per tahun = 235 

hari x 450 menit = 105.750 
menit = 1.762 jam. 

2. untuk 6 hari kerja : 
a) jam kerja per minggu = 6 

hari x 375 menit = 2.250 

menit; 
b) jam kerja per bulan = 24 

hari x 375 menit = 9.000 
menit; 

c) jam kerja  per tahun = 282 

hari x 375 menit = 105.750 
menit = 1.762 jam. 
 

b. hari kerja efektif adalah  jumlah 

hari dalam  kalender 
dikurangi hari libur dan cuti : 
1. untuk 5 hari kerja jumlah hari 

per tahun sebanyak 235 hari;  
2. untuk 6 hari kerja jumlah hari 

per tahun sebanyak 282 hari. 

 
c. jam kerja efektif adalah jumlah jam 

kerja formal dikurangi dengan 

waktu kerja yang hilang karena 
tidak bekerja (allowance) seperti 

buang air, melepas lelah, istirahat 
makan dan sebagainya dengan 
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perhitungan rata-rata sekitar 25% 
dari jumlah jam kerja formal. 

 
d. perhitungan jam kerja efektif diatur 

sebagai berikut : 

1. jam kerja formal per minggu = 
37 jam 30 menit. 

2. jam kerja efektif per minggu 

(dikurangi waktu luang 30%) = 
70% x 37 jam 30 menit = 26 

jam 15 menit. 
3. jam kerja efektif per hari : 

a) untuk 5 hari kerja = 26,25 

jam : 5 hari = 5 jam 15 
menit/hari; 

b) untuk 6 hari kerja = 26,25 

jam : 6 hari = 4 jam 23 
menit/hari. 

4. jam kerja efektif per tahun : 
a) untuk 5 hari kerja = 235 hr 

x 5 jam 15 menit/hari = 

1.233 jam = 1.250 jam; 
b) untuk 6 hari kerja = 282 hr 

x 4 jam 23 menit/hari = 
1.233 jam = 1.250 jam. 

 
Pasal 10 

 
(1) Analisis Beban Kerja menggunakan 

metode membandingkan beban kerja 

dengan jam kerja efektif per tahun. 
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(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diperoleh dari hasil 

perkalian antara volume kerja dengan 
norma waktu. 

 

Pasal 11 

 
Analisis beban kerja dilaksanakan secara 

sistematis dengan tahapan sebagai berikut 
: 

a. pengumpulan data; 
b. pengolahan data; 
c. penelaahan hasil olahan data; 

d. penetapan hasil analisis beban kerja. 

 
Pasal 12 

 
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan 

menggunakan : 
a. formulir isian, berupa pengumpulan 

data dan inventarisasi jumlah 

pemangku jabatan; 
b. wawancara; 
c. pengamatan langsung; dan 

d. referensi. 
  

Pasal 13 

 
(1) Formulir yang digunakan dalam 

pengumpulan data  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
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Bupati ini. 

 
(2) Informasi Jabatan dari setiap OPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan acuan uraian tugas bagi 

OPD dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya. 
  

Pasal 14 

 
Pengolahan data sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan 
menggunakan : 
a. rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan; 

b. perhitungan kebutuhan 
pejabat/pegawai, tingkat efisiensi 

jabatan dan prestasi kerja jabatan; 
c. rekapitulasi kebutuhan 

pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit 

dan prestasi kerja unit. 

 
Pasal 15 

 
(1) Hasil analisis beban kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, 

selanjutnya ditetapkan dengan tahapan 
sebagai berikut: 
a. setelah selesai melakukan 

pengolahan data beban kerja, Tim 
Analisis Beban Kerja menyampaikan 

hasilnya kepada pimpinan satuan 
OPD  yang dianalisis. 

b. apabila dinilai sudah memadai, hasil 
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tersebut dibuatkan surat pengantar 
yang ditujukan kepada Sekretaris 

Daerah untuk memperoleh 
keputusan penetapannya. 

c. berdasarkan surat pengantar 

tersebut, Sekretaris Daerah 
menugaskan unit kerja yang 

membidangi analisis beban kerja 
untuk melakukan penelaahan guna 
pemberian penetapan atas hasil 

pengukuran beban kerja. 
d. dalam melakukan penelaahan, unit 

kerja yang membidangi analisis 
beban kerja wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi baik dalam satuan OPD 
yang ditelaah maupun antar unit 
lain yang terkait baik di dalam 

maupun di luar lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

e. hasil penelaahan kemudian 
diajukan kepada Sekretaris Daerah 
dalam bentuk telaahan staf dan 

apabila sudah dianggap memadai, 
dibuatkan Surat Keputusan 
Penetapan oleh Sekretaris Daerah. 

f. penetapan hasil pengukuran beban 
kerja kemudian disampaikan 

kembali kepada kepala satuan OPD 
yang dianalisis. 

 
(2) Penetapan hasil pengukuran beban 

kerja disampaikan kepada unit kerja 
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yang ada di lingkungan organisasi yang 
dinilai dengan disertai petunjuk yang 

harus dilaksanakan dalam rangka 
peningkatan pendayagunaan SDM yang 
meliputi bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan kepegawaian. 

 
Pasal 16 

 
(1) Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja 

yaitu rumusan jabatan dan kebutuhan 

pegawai  untuk setiap OPD 
sebagaimana tercantum pada Lampiran 
II Peraturan Bupati ini. 

 
(2) Setiap OPD wajib melaporkan formasi 

ASN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) per semester kepada 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu. 

 
BAB V 

PEMBENTUKAN TIM 

  
Pasal 17 

 
(1) Untuk melaksanakan Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja di lingkungan 

Pemerintah Daerah, dibentuk Tim 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban 
Kerja.  
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(2) Tim Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari ketua, 
sekretaris dan tenaga analis sebagai 
anggota.  

 
(3) Tim Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.  

 
BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 18 

 
Tim Analisis Jabatan dan Tim Analisis 

Beban Kerja yang terbentuk sebelum 
ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap 

menjalankan tugas sampai dengan 
berakhirnya masa jabatan Tim. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 19 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

 
 Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 
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Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

 
Ditetapkan di Rantauprapat 
pada tanggal 17 Desember 2018 

 
Plt. BUPATI LABUHANBATU, 

 

ttd  
 

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE 
 

Diundangkan di Rantauprapat  

pada tanggal 17 Desember 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU, 
 

  ttd 
 

AHMAD MUFLIH 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB, 

 
 
 

SITI HAFSAH SILALAHI 
PEMBINA TINGKAT I 
NIP.19741119 200502 2 001 
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